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ABSTRAK

Perwalian dalam akad nikah merupakan isu klasik dalam hukum keluarga Islam
yang terus relevan untuk dikaji, terutama ketika dikaitkan dengan perempuan janda.
Dalam konteks sosial kontemporer, sebagian janda telah mandiri secara sosial dan
ekonomi, namun tidak jarang mereka menghadapi hambatan untuk menikah kembali
akibat wali yang tidak kooperatif atau bahkan melakukan tindakan ‘adl. Perbedaan ini
semakin menarik karena dalam khazanah fikih klasik terdapat dua pandangan yang
kontras: Imam Abi Hanifah yang membolehkan janda menikahkan dirinya sendiri, dan
Imam Asy-Syafi‘l yang mewajibkan wali sebagai rukun nikah. Penelitian ini memiliki
pertanyaan yang penting untuk dikaji yaitu, bagaimana analisis perbandingan pendapat
kedua imam terkait perwalian dalam akad nikah bagi janda melalui teori Hermeneutika
Abdullah Saeed serta relevansinya di era kontemporer?. Selain itu urgensi kajian ini
bukan hanya dalam ranah teoritis, tetapi juga dalam ranah praktis, khususnya dalam
masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi‘1.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan sifat
deskriptif-komparatif-analitis. Sumber data primer meliputi karya-karya klasik seperti
Bada’i’ as-Sana’i’, al-Hidayah, dan al-Umm, sementara sumber sekunder terdiri dari
buku, artikel ilmiah, serta karya-karya Abdullah Saeed terkait hermeneutika hukum
Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka
hermeneutika kontekstual Abdullah Saced yang mencakup empat tahap: pertemuan
dengan teks, analisis tekstual kritis, rekonstruksi konteks historis, dan pengaitan teks
dengan konteks kontemporer. Kerangka ini memungkinkan penulis untuk melakukan
penilaian ulang terhadap dalil-dalil klasik serta memahami tujuan syariat, seperti
keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak perempuan, dalam konteks modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Imam Abi Hanifah dan Imam
Asy-Syafi‘T lahir dari latar metodologis dan konteks sosio-historis yang berbeda.
Pandangan Abtu Hanifah yang memberikan otonomi kepada perempuan dewasa
memiliki relevansi kuat dengan isu kesetaraan gender dan kemandirian perempuan di
era modern. Sementara itu, pandangan Asy-Syafi‘1 tetap signifikan untuk menjaga
kehati-hatian hukum dan stabilitas sosial. Melalui pendekatan hermeneutika Abdullah
Saeed, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua pandangan tersebut dapat dibaca
secara komplementer, sehingga membuka peluang bagi formulasi hukum keluarga
Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual.

Kata kunci: Perwalian Nikah, Janda, Abu Hanifah, Asy-Syafi‘i, Hermeneutika
Abdullah Saeed



ABSTRACT

Guardianship in the marriage contract is a classical issue in Islamic family law
that remains relevant to study, especially when associated with widowed women. In the
contemporary social context, some widows have become socially and economically
independent, yet it is not uncommon for them to face obstacles in remarrying due to
uncooperative guardians or even guardians who commit ‘ad/. This difference becomes
increasingly interesting because within the corpus of classical figh there are two
contrasting views: Imam Abt Hanifah, who allows a widow to marry herself off, and
Imam al-Shafi‘1, who requires a guardian as an integral pillar of marriage. This research
contains an important question to be examined, namely: how is the comparative
analysis of the opinions of the two imams regarding guardianship in the marriage
contract for widows through Abdullah Saeed’s Hermeneutical Theory and its relevance
in the contemporary era? In addition, the urgency of this study lies not only in the
theoretical domain but also in the practical field, particularly in Indonesian society,
which predominantly follows the Shafi‘T school.

This research employs library research with a descriptive-comparative-
analytical character. The primary sources include classical works such as Bada’i® as-
Sana’i‘, al-Hidayah, and al-Umm, while the secondary sources consist of books,
scholarly articles, and the works of Abdullah Saeed related to Islamic legal
hermeneutics. Data analysis is carried out qualitatively using Abdullah Saeed’s
contextual hermeneutic framework which consists of four stages: encounter with the
text, critical textual analysis, reconstruction of the historical context, and linking the
text with the contemporary context. This framework enables the researcher to reassess
classical evidences and to understand the objectives of the shari‘ah, such as justice,
public interest, and the protection of women’s rights, within the modern context.

The results of this study show that the views of Imam Abu Hanifah and Imam
Asy-Syafi‘1t emerged from different methodological backgrounds and socio-historical
contexts. The view of Abli Hanifah, which grants autonomy to adult women, has strong
relevance to issues of gender equality and female independence in the modern era.
Meanwhile, the view of Asy-Syafi‘T remains significant for maintaining legal prudence
and social stability. Through Abdullah Saeed’s hermeneutical approach, this study
concludes that both views can be read complementarily, thereby opening opportunities
for the formulation of Islamic family law that is more adaptive, inclusive, and
contextual.

Keywords: Marriage Guardianship, Widow, Abu Hanifah, Asy-Syafi‘i, Abdullah
Saeed Hermeneutics
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap
& Ditulis Sayyiah
Bl Ditulis Allah

C. Ta’ Marbitah di akhir kata

1. Bila ta’marbiitah di dimatikan ditulis h.
& Ditulis Sayyiah
&l Ditulis Ayah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal

aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ““al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis
dengan h.
Oaliall) A ‘Alaikum al-Qisosu

D. Vokal Pendek dan Penerapannya
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E. Vokal Panjang dan Penerapannya
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£l Al-Jaza
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwalian dalam akad nikah merupakan salah satu masalah yang cukup sering
dibahas dalam hukum keluarga Islam dan terus menjadi bahan diskusi dalam diskursus
akademik.! Namun, perbedaan muncul ketika hal ini diterapkan pada perempuan janda,
yang telah memiliki pengalaman dalam pernikahan sebelumnya. Dalam kondisi sosial
kontemporer, di mana sebagian janda telah mandiri secara finansial dan sosial, akan
tetapi dalam masyarakat kontemporer juga, beberapa janda menghadapi kesulitan
dalam melangsungkan pernikahan kembali karena wali yang tidak kooperatif atau
bahkan menghalangi tanpa alasan syar‘i.> Muncul pertanyaan yang penting untuk
dikaji: apakah perempuan janda masih memerlukan wali dalam akad nikahnya, ataukah
ia berhak sepenuhnya untuk menikahkan dirinya sendiri?

Dalam khazanah figh klasik, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan
antara dua tokoh: Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi‘i. Dalil utama yang
dijadikan dasar adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 232 sebagai berikut:
Seanhie oS A o aall ) s 508 Beals i GAsE G Gh sl Ya BT it sldy AL 1y

Osalit ¥ 5 sl a5 2 el K0 (K510 8 a1 ol iy (e 2 (&

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan dewasa, termasuk janda,

memiliki kapasitas hukum untuk menikahkan dirinya sendiri. la mendasarkan

argumennya pada karakter akad nikah sebagai bentuk pertukaran hak dan kewajiban

' Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), him. 73.

2 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim
Kontemporer (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005), him. 122.
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yang sah dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah baligh dan berakal.> Menurut Abu
Hanifah, perempuan janda memiliki hak penuh atas keputusan pernikahannya. Ia
berpendapat bahwa larangan kepada wali untuk menghalangi berarti adanya pengakuan
atas otonomi janda dalam menentukan pasangan hidup, tanpa intervensi wali.*

Sebaliknya, Imam Asy-Syafi‘i tetap mewajibkan keberadaan wali dalam
seluruh akad nikah perempuan, termasuk janda. Ia berpendapat bahwa larangan
terhadap tindakan wali yang menghalangi pernikahan, bukan sebagai pembolehan
menikah tanpa wali.> Dalam pandangan beliau, peran wali merupakan rukun dalam
pernikahan, bukan sekadar formalitas atau norma sosial. Perbedaan dua pendapat
tersebut menunjukkan bukan hanya keragaman metodologi istinbat hukum, tetapi juga
bagaimana masing-masing mazhab memahami relasi antara otoritas agama, struktur
sosial, dan otonomi perempuan.

Untuk mengkaji lebih dalam perbedaan ini, penulis menggunakan teori
hermeneutika kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Pendekatan ini
menekankan pentingnya memahami teks-teks keagamaan dalam dua dimensi: context
of revelation (konteks historis saat teks diturunkan) dan context of reception (konteks
saat teks diterapkan di masyarakat kini). Pendekatan ini dikenal sebagai contextualist
approach, dan hasil penafsirannya disebut negotiated textual meaning, yaitu makna
yang dinegosiasikan antara teks dan konteks.®

Teori ini membantu penulis dalam memahami dalil-dalil klasik dengan

mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (maqasid al-syari‘ah), termasuk keadilan,

3 Ibn al-Humam, Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1316 H), I11: 253.

4 Izzatul Nabilah Abd Rasad, “Kedudukan Nikah bagi Perempuan Tanpa Wali: Studi Komparatif
Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi‘l”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2022. Lihat juga Al-Sarakhsi, al-Mabsit, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1986), V: 4.

5 Wulandari, Fatimah, "Studi Komparasi Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i Tentang Dasar Hukum
Menikah Tanpa Wali.", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2017).hlm. 7. Lihat juga Wahbah
al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), VII: 155.

® Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach, (London:
Routledge, 2006), him. 39-44.



kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak perempuan.” Dengan demikian,
pemahaman terhadap pandangan Abu Hanifah dan Asy-Syafi‘i tidak berhenti pada
tataran tekstual, tetapi juga menjawab pertanyaan kontekstual: sejauh mana pandangan
mereka tetap relevan dan aplikatif dalam masyarakat modern yang lebih egaliter?®
Selain urgensi ilmiah, kajian ini juga memiliki urgensi praktis, khususnya dalam
konteks Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi‘i.’

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena:
Pertama, mengangkat isu klasik dalam figh perwalian yang memiliki relevansi dalam
kehidupan sosial saat ini, kedua, memberikan kontribusi terhadap pengembangan
hukum Islam yang inklusif dan responsif gender, ketiga, menawarkan pendekatan
hermeneutika kontekstual sebagai jalan untuk memahami dalil keagamaan secara lebih
proporsional dan adil. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat membuka ruang
pemahaman baru yang lebih kontekstual dalam hukum keluarga Islam, serta
memperkaya diskursus akademik yang tidak hanya normatif, tetapi juga reflektif

terhadap kebutuhan zaman.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan memaparkan dua rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perbandingan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-

Syafi’i terkait perwalian dalam akad nikah bagi janda melalui teori Hermeneutika

Abdullah Saeed?

7 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach, (London:
Routledge, 2006), him. 150-152.

8 Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London:
The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 19-21.

% M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta:
Titian Ilahi Press, 1998), him. 45-46.



2. Bagaimana relevansi hasil analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-
Syafi’i terhadap konsep perwalian dalam pernikahan janda melalui teori

Hermeneutika Abdullah Saeed di era kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis akan memaparkan tujuan dan
kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan pendapat Imam Abu Hanifah
dan Imam Asy-Syafi’i terkait perwalian dalam akad nikah bagi janda melalui teori
Hermeneutika Abdullah Saeed.

2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi hasil analisis pendapat Imam Abu Hanifah
dan Imam Asy-Syafi’i terhadap konsep perwalian dalam pernikahan janda melalui
teori Hermeneutika Abdullah Saeed di era kontemporer.

Adapun kegunaan penelitian, penulis membaginya ke dalam dua kategori
utama, yaitu kegunaan teoretis dan praktis, sebagaimana dibedakan oleh Sugiyono
bahwa hasil penelitian tidak hanya penting bagi perkembangan ilmu, tetapi juga bagi
pemecahan masalah nyata dalam masyarakat. '’

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah
terhadap: Pengayaan literatur fikih perbandingan figh al-mugaran, khususnya dalam
diskursus hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan.
Pengembangan pendekatan pembacaan teks fikih klasik melalui teori hermeneutika
kontekstual, yang mempertimbangkan aspek sosial, historis, dan etis dalam proses

interpretasi hukum.

19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 39.



2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata
dalam bentuk rujukan akademik dan argumentatif bagi akademisi dalam merespons
perbedaan pandangan ulama terkait perwalian nikah bagi janda. Memberikan
pemahaman yang lebih adil dan kontekstual kepada masyarakat, khususnya perempuan
Muslim, mengenai hak dan posisi mereka dalam hukum keluarga Islam. Menjadi dasar
argumentatif untuk mendorong pembaharuan pemikiran hukum Islam yang responsif

terhadap nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan gender dan kemaslahatan umat.

. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis telah menelaah sejumlah karya
ilmiah, baik berupa artikel jurnal maupun skripsi, yang relevan dengan isu perwalian
dalam akad nikah bagi perempuan janda dari perspektif figh muqaran. Setidaknya
terdapat delapan sumber utama yang menjadi pijakan konseptual penelitian ini.

Pertama, artikel jurnal Muammar Mahdi dan Irfan Lewa (2021) berjudul
“Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda: Relevansinya dengan Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia”. Wali dalam perkawinan merupakan ““ rukun” maksudnya
adalah harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut
dianggap batal atau tidak sah. Kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama
mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan
para ulama. Terhadap mempelai perempuan yang masih kecil, baik laki-laki maupun
perempuan para ulama sepakat dalam kedudukannya sebagai rukun nikah atau syarat
nikah dalam akad perkawinan. Dikarenakan bahwa mempelai yang masih kecil tidak
dapat melakukan akad dengan sendirinyadan oleh sebab itu akad tersebut dilakukan
oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasabaik sudah janda atau

masih perawan, ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut dikarenakan tidak adanya



dalil yang yang bisa dijadikan rujukan. Jadi dapat penulis tarik kesimpulan dari
berbagai pendapat imam mazhab bahwa perkawinan anak kecil, sehat akal dan tidak
sehat akal diwajibkan adanya wali yang mengakadkan perkawinanannya. Untuk
perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnnya dapat melangsungkan sendiri akad
perkawinan tanpa adanya wali. Wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah, akan
tetapi baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah alangkah sebaiknya
mendapat restu atas izin dari orang tua.!!

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Syahrul Gunawan, Abdul Rahman, dan
Kurniati (2022) berjudul “Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan
Relevansinya terhadap UU No. 1 Tahun 1974”. Menurutnya perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka,
tetapi juga bermakna ibadah, karena untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
dalam kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia,
juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan
perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena
perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang, untuk memperoleh
keturunan yang sah dalam masyarakat serta hubungan timbal balik yang mesra antara
suami dan istri. Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah memiliki banyak perbedaan
pandangan mengenai wali nikah, adapun kesamaan pandangan dari kedua ulama
tersebut begitu pun dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya, Ulama

Hanafiyah, memandang menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad

' Muammar Mahdi dan Irfan Lewa, “Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda:
Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 3 (2021).



pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminyaUlama
Syafi’iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik
wanita itu seorang gadis ataupun janda. Dalam Undang-Undang Perkawinan, sendiri
walaupun tidak menjelaskan secara terperinci wali sebagai salah satu syarat atau rukun
dalam perkawinan, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali dalam
perkawinan, dalam pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 26 ayat (1).'?

Ketiga, skripsi Fatimah Wulandari (2017) dari UIN Sunan Ampel Surabaya
mengangkat topik “Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi’i Tentang Dasar
Hukum Menikah Tanpa Wali”, Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam
pernikahan, konsep perwalian merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini
merupakan salah satu syarat legal pernikahan islam yang harus dipenuhi. Dalam
pandangan Imam syafi’i bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama
apabila disertai wali. akan tetapi Menurut Imam Hanafi status akad nikah dalam suatu
pernikahan adalah sunnah, bukan fardhu yang bisa membatalkan perkawinan, hanya
saja wali memiliki hak untuk menyetujui pernikahan atau tidak. Apabila perempan telah
baligh dan berakal sehat dia boleh menikahkan dirinya tanpa wali, baik dia janda
maupun perawan. Dasar Hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam berhujjah tentang
wali dengan Nash al-Qur’an, As-Sunnah dan Qiyas, dalil al-Qur’an yang digunakan
adalah surah al-Bagarah ayat 230, 232 dan 234, ayat tersebut menyatakan bahwa
pernikahan seorang perempuan itu dilakukan oleh dirinya sendiri, sedangkan dasar
hukum yang digunakan Imam Syafi’i tentang wali adalah dalil al-Quran yang

mengharuskan adanya wali adalah surah An-Nur 32 dan al-Baqarah 221, dimana kedua

12 Syahrul Gunawan, Abdul Rahman dan Kurniati, “Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab
Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Shautuna: Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Volume 3, Nomor 3 (2022).



ayat tersebut ditujukan kepada wali agar menikahkan perempuan yang belum menikah,
dan melarang wali untuk menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu.'?

Keempat, skripsi Izzatul Nabilah Binti Abd Rasad (2022) dari UIN Suska Riau
dalam skripsinya bahwa “Kedudukan Nikah bagi Perempuan Tanpa Wali (Studi
Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i)”, perbedaan pendapat
yang terjadi antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi“i terletak pada tiga faktor
yaitu; Pertama, disebabkan perbedaan budaya kehidupan antara kedua imam, baik
Imam Abu Hanifah maupun Imam Al-Syafi“i. Kedua, disebabkan perbedaan pendapat
dalam menafsirkan konsep perwalian dalam sebuah pernikahan. Dan yang terakhir,
disebabkan perbedaan pendapat dalam menafsirkan nash-nash yang terdiri daripada al-
Quran surat Al-Baqarah ayat 232 dan dalil Hadits Aisyah RA serta hadits dari Abu
Hurairah RA yang berkaitan dengan nikah tanpa wali. Selain itu, pada yang relevan
dengan kondisi pernikahan masa kini lebih memihak pada pandangan Imam Al-Syafi“i
disebabkan faktor seorang wanita dianggap kurang cakap dalam memilih pasangan atau
calon hidupnya karena disebabkan wanita adalah sosok yang cepat merasa emosi dan
mudah terganggu oleh perasaan mereka sendiri.'*

Kelima, skripsi Rini Purnama (2018) dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang
berjudul “Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali menurut Mazhab Hanafi” mendetailkan
bahwa relevansi pernikahan Islam di Indonesia dapat dilaksanakan apabila memenuhi
beberapa syarat yang telah dijelaskan di atas, apabila salah satu syarat itu tidak ada,
maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun, ketika ada suatu kondisi

dan situasi yang memaksa untuk melakukan pernikahan tanpa wali tapi harus

13 Fatimah Wulandari, “Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi’i Tentang Dasar Hukum
Menikah Tanpa Wali”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

14 Izzatul Nabilah Binti Abd Rasad, “Kedudukan Nikah bagi Perempuan Tanpa Wali (Studi
Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, 2022.



memperhatikan kemaslahatan umat Muslim. Menurut penulis sendiri, bahwa pendapat
terkuat ialah pendapat dari Abu Hanifah, karena pendapat nya lebih mendekat kepada
maqasyid asy-syari’ah. Yakni maslahat yang terkandung di dalamnya lebih besar ketika
dalam kondisi tertentu, apa lagi pada masa modern ini yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat. Supaya perempuan-perempuan dapat menjaga diri dari perbuatan zina,
terutama ketika ia dalam masaa darurat dan tidak ada pilihan yang dapat ia lakukan.!®
Keenam, skripsi Moh. Insani Ohoitenan (2015) dari UIN Alauddin Makassar
yang berjudul “Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Wali Nikah serta
Relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974”. Hasil dari kajian ini di lihat dari
perbedaan dan persamaanya, yaitu ulama Hanafi, berpendapat bahwa untuk perkawinan
anak kecil baik sehat akal ataupun tidak sehat akal diwajibkan adahnya wali yang akan
mengakadkan perkawinannya, sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat
akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adahnya wali, ulama
Syafi“iyah, Syafi“i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan yang dilakukan oleh
wali baik itu perempuan sudah dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, sehat akal
atau tidak sehat akal tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan
perkawinannya. Adapun kesamaan dari kedua ulama dengan Undang-Undang
Perkawinan diantaranya ; Ulama Hanafi memandang pernikahan harus menggunakan
(ada) wali dalam akad pernikahan asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon
suaminya, sedangkan Ulama Syafi“i memandang perlu adanya keharusan menikah
harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang
gadis ataupun janda. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri walaupun

tidak menjelaskan secara terperinci wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam

15 Rini Purnama Rini, “Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali menurut Mazhab Hanafi”, Skripsi,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
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perkawinan tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali dalam perkawinan
dalam pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 26 ayat (1). Sedangkan dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyepakati wali nikah sebagai rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya hal ini
sesuai dengan Pasal 19 KHI.!'®

Ketujuh, artikel jurnal Ahmad Fauzi (2013) dalam artikelnya mengkaji
“Pemikiran Ibn Hazm Tentang Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda”.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal wali nikah Ibn Hazm sependapat
dengan jumhir ulama’, kecuali Abli Hanifah, yang tidak membolehkan perempuan
mewalikan dirinya sendiri, tetapi harus menyerahkannya kepada walinya, yakni dari
keturunan laki-laki. Jika tidak diizinkan, maka yang menikahkan adalah sulthan. Ibn
Hazm tidak membedakan antara gadis dan janda dalam hal kewajiban meminta izin
wali dalam suatu pernikahan, bahwa jika ingin menikah, gadis atau janda harus dengan
izin walinya. !

Kedelapan, skripsi Rahmat Aripin (2017) “Analisis Pendapat Imam al-Syafi’i
Tentang Izin Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur”. Hasil penelitian menunjukkan,
bahwasanya menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila ingin menikahkan janda
dibawah umur, maka wali tidak boleh memaksanya. Karena Imam Syafi’i berpegang
kepada kegadisan, maka beliau mengatakan bahwa gadis dewasa boleh dipaksa
sedangkan janda belum dewasa tidak boleh dipaksa. Maka oleh karena itu apabila wali
nikah ingin menikahkan janda dibawah umur ini, maka harus meminta pendapat

kepadanya, apabila wali tetap menikahkan janda dibawah umur ini sementara ia tidak

16 Moh. Insani Ohoitenan, “Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Wali Nikah serta
Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Skripsi, Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar, 2015.

17 Fauzi, Ahmad. "Pemikiran Ibnu Hazm tentang Keberadaan Wali dalam Pernikahan Janda.”
AL-THKAM: Jurnal Hukum & Ketentuan Sosial 8.2 (2013): 300-333.
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menyetujuinya maka nikahnya dianggap batal atau tidak syah. Penulis setuju dengan
pendapat Imam Syafi’i ini. Karena janda dibawah umur ini, walaupun ia masih kecil,
tetapi dari pernikahan yang sebelumnya tentu ia telah mengerti maksud dan tujuan
pernikahan tersebut, dan ia tahu mana laki-laki yang pantas untuknya dan mana laki-
laki yang tidak pantas menurutnya. Untuk itu apabila wali ingin menikahkannya dengan
laki-laki yang melamarnya, maka wali nikah harus terlebih dahulu meminta
pendapatnya, jangan sampai, akibat wali menikahkannya dengan laki-laki yang
melamarnya tanpa persetujuannya, pernikahannya tersebut gagal untuk yang kedua
kalinya.'®

Berdasarkan keseluruhan telaah pustaka tersebut, penulis menyimpulkan bahwa
kontribusi unik dari penelitian ini terletak pada penggabungan antara kajian figh
perbandingan khususnya dalam isu wali nikah bagi janda dengan pendekatan
hermeneutika kontemporer yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Hingga saat ini,
integrasi metodologi tersebut masih belum ditemukan dalam kajian fikih. Oleh karena
itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan ilmiah yang selama ini belum
banyak disentuh, serta menjadi kontribusi baru dalam pengembangan studi hukum

Islam yang kontekstual dan aplikatif.

. Kerangka Teori

Secara etimologis, istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani herméneuein
yang berarti “menafsirkan” atau “menjelaskan” suatu pesan atau makna. Dalam
perkembangan keilmuan, hermeneutika dipahami sebagai teori atau metode penafsiran

teks, terutama teks-teks suci dan karya-karya klasik. Hermeneutika tidak hanya terbatas

'8 Aripin, Rahmat. “Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Izin Wali Nikah Bagi Janda Di
Bawah Umur”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.



12

pada pemahaman literal atau tekstual, tetapi juga bertujuan menggali konteks historis,
maksud, serta makna tersembunyi yang melatarbelakangi teks tersebut. !

Dalam tradisi keilmuan Islam, hermeneutika modern berkembang sebagai
respons terhadap kebutuhan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan (al-Qur’an dan
hadis) secara lebih kontekstual. Hal ini menjadi penting karena teks-teks tersebut
diturunkan dalam latar sosio-historis tertentu yang tidak selalu sejalan dengan realitas
kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani
antara teks, konteks masa lalu, dan konteks saat ini. Salah satu tokoh yang memberikan
kontribusi penting dalam pengembangan pendekatan ini adalah Abdullah Saeed.?**!

Abdullah Saeed merupakan seorang pemikir Muslim kontemporer yang dikenal
luas melalui karya-karyanya dalam bidang studi al-Qur’an, hukum Islam, dan
hermeneutika. la mengembangkan pendekatan hermeneutika kontekstual contextualist
approach yang menekankan pentingnya memahami teks tidak hanya dalam kerangka
linguistik, tetapi juga dalam hubungan erat dengan konteks historis dan kondisi sosial
saat ini.*

Menurut Saeed, tidak semua ayat dalam al-Qur’an memiliki makna yang
bersifat pasti. Sebagian besar ayat, khususnya yang berkaitan dengan hukum, bersifat

tidak pasti, sehingga memungkinkan adanya penafsiran ulang yang lebih kontekstual >

19 Richard E. Palmer, Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey,
Heidegger, and Gadamer, (Evanston: Northwestern University Press, 1969), him. 10-12.

20 Mutaqin, Ganjar. Metode tafsir kontekstual: Studi atas pemikiran Abdullah Saeed. Diss. UIN
Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. hlm. 1-20. Lihat juga Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an:
Towards a Contemporary Approach (London: Routledge, 2006), him. 1-5.

2! Wahidi, Ridhoul. "Aplikasi hermeneutika kontekstual al-Qur'an Abdullah Saeed." Al Itgan:
Jurnal Studi Al-Qur'an 2.1 (2016). Hlm. 19.

22 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach, (London:
Routledge, 2006), him. 3—4.

2 Wahidi, Ridhoul. "Aplikasi hermeneutika kontekstual al-Qur'an Abdullah Saeed." Al Itqan:
Jurnal Studi Al-Qur'an 2.1 (2016). Hlm. 36. Lihat juga Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards
a Contemporary Approach (London: Routledge, 2006), him. 149-152.



13

Oleh sebab itu, pendekatan hermeneutika yang ditawarkannya dibangun atas empat
tahapan utama, yaitu:
1. Pertemuan dengan Teks Encounter with the World of the Text

Tahap awal hermeneutika Abdullah Saeed berfokus pada pengenalan umum
terhadap teks al-Qur’an dan hadis yang menjadi dasar hukum perwalian. Pada tahap ini
mengenalkan dasar-dasar teks hukum perwalian sekaligus menegaskan bahwa
pembacaan teks dilakukan dengan fokus pada konteks perwalian dalam akad nikah bagi
janda.
2. Analisis Tekstual Kritis Critical Analysis

Tahap kedua menekankan penggalian teks secara lebih detail, baik dari sisi
linguistik maupun sastra. Analisis linguistik melibatkan kajian istilah seperti wali,
mawld, dan nikah, serta konsep ijbar hak memaksa wali dalam figh. Dari aspek sastra,
QS. al-Baqarah [2]: 232 menjadi penting karena secara eksplisit melarang wali
menghalangi janda untuk menikah lagi. Teks tersebut kemudian dibandingkan secara
redaksional untuk memahami tingkat keumuman atau kekhususan hukumnya.
3. Konteks Turunnya Wahyu Historical Context of Revelation

Tahap ini mengarahkan penulis untuk memahami kondisi sosio-historis pada
saat wahyu diturunkan. Hal ini mencakup situasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik
yang memengaruhi pemahaman umat Islam generasi pertama terhadap teks. Menurut
Saeed, pengetahuan terhadap konteks ini merupakan kunci untuk mengetahui tujuan
diturunkannya suatu ayat.
4. Konteks Kontemporer Contemporary Context

Setelah memahami latar historis, penulis diajak untuk menelaah konteks sosial

saat ini. Dalam tahap ini, penting untuk memperhatikan perkembangan masyarakat
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modern, termasuk perubahan nilai-nilai sosial, peran perempuan, serta dinamika hukum

dan budaya yang melatarbelakangi praktik keagamaan masa kini.>*

. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan
library research, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian literatur, khususnya
terhadap teks-teks fikih dan karya pemikiran imam mazhab. Penelitian ini bersifat
deskriptif-komparatif-analisis, = karena  penulis  berupaya menggambarkan,
mengkomparasikan serta menganalisis pandangan dua mazhab mengenai perwalian
dalam akad nikah bagi perempuan janda, khususnya menurut Imam Abu Hanifah dan
Imam Asy-Syafi‘i.

Penelitian  deskriptif-komparatif-analisis  bertujuan untuk menjelaskan
fenomena berdasarkan data yang telah dihimpun, dikomparasikan kemudian dianalisis
secara kritis dan interpretatif sesuai dengan kerangka teori yang digunakan oleh
penulis.? 2°
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
hermeneutika, khususnya teori hermeneutika hukum Islam yang dikembangkan oleh

Abdullah Saeed. Pendekatan ini dipilih agar penulis dapat memahami bagaimana

pemikiran kedua imam mazhab tersebut dibentuk oleh konteks sosial dan budaya pada

24 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach, (London:
Routledge, 2006), him. 150-165.

2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 147.
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masanya, serta bagaimana teks-teks hukum Islam dapat ditafsirkan secara kontekstual
dan relevan dengan kondisi saat ini.

Abdullah Saeed menekankan pentingnya pembacaan kontekstual contextualist
reading dalam memahami teks-teks keagamaan, terutama dalam bidang hukum, agar
hukum Islam tetap memiliki signifikansi di tengah dinamika masyarakat modern.?’

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu
teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen tertulis, baik berupa karya
klasik maupun kontemporer. Adapun data yang digunakan oleh penulis meliputi:

Sumber primer, yaitu kitab-kitab karya Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-
Syafi‘i seperti Bada’i® as-Sana’i’ fi Tartib asy-Syara‘i, Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-
Mubtadi dan Al-Umm. Sumber sekunder, meliputi buku dari Abdullah Saeed, buku-
buku akademik, jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan dengan tema perwalian
dalam akad nikah dan teori hermeneutika hukum Islam.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu teknik dokumentasi, dimana
metode ini merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian kepustakaan
guna menelusuri dan memahami data-data tertulis yang berkaitan dengan objek
kajian.?®
4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed. Proses analisis diawali dengan reduksi data,
yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dari sumber primer berupa kitab

fikih klasik yang memuat pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i terkait

27 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach, (London:
Routledge, 2006), him. 149-152.

28 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), him.
3-5.
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perwalian nikah bagi janda, serta sumber sekunder seperti jurnal, artikel, dan tesis.?’
Data yang tidak berkaitan langsung dengan topik disisihkan. Selanjutnya, dilakukan
penyajian data secara sistematis yang memuat pendapat kedua imam, dalil dan metode
istinbat yang digunakan, serta relevansi pendapat mereka dalam konteks kontemporer.
Analisis dilakukan pada empat tingkat: pertama pertemuan dengan teks, yaitu
pengenalan umum terjadap teks terkait perwalian dalam akad nikah janda; kedua
analisis teks, yaitu penggalian teks secara lebih detail baik dari sisi linguistik maupun
sastra; ketiga sejarah, yaitu menelaah latar sosial-hukum pada masa kedua imam hidup;
dan keempat penerapan, yaitu mengetahui relevansi pendapat tersebut bagi masyarakat
Muslim di Indonesia saat ini.>* Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu
merumuskan persamaan dan perbedaan pendapat kedua imam untuk memastikan
validitas hasil penelitian.?!

Metode analisis ini memungkinkan penulis menelaah struktur dan makna
eksplisit dalam dokumen teks dan pendekatan hermeneutika memberikan ruang bagi
penulis untuk memahami makna-makna tersirat secara lebih dalam, sejalan dengan

kerangka hermeneutika Abdullah Saeed.*

. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rancangan alur penulisan skripsi yang
disusun secara sistematis dan logis guna memudahkan pembaca dalam memahami

keseluruhan isi kajian. Penyusunan sistematika ini bertujuan agar alur argumentasi dan

» Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2017), hlm. 248.

30 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach (London:
Routledge, 2006), him. 149-152.

31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 335.

32 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), hlm.
164-168.
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analisis yang dikembangkan oleh penulis dapat diikuti secara bertahap, mulai dari
perumusan masalah hingga kesimpulan akhir. Dengan demikian, sistematika ini tidak
hanya mencerminkan struktur penulisan, melainkan juga mencerminkan alur berpikir
ilmiah yang digunakan penulis dalam mengkaji topik penelitian.** Adapun sistematika
penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab utama sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan landasan awal dari penelitian ini, meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Penulis menyusun
bab ini dengan tujuan memberikan gambaran umum mengenai fokus kajian dan
pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, bab ini menjadi fondasi yang menjelaskan urgensi dan arah
penelitian secara keseluruhan.*

Bab kedua membahas kerangka teori hermeneutika yang dikembangkan oleh
Abdullah Saeed sebagai pendekatan penafsiran Al-Qur’an yang menggabungkan
pemahaman teks, analisis teks, konteks sejarah, dan penerapannya dalam realitas
kontemporer.

Bab ketiga memaparkan berbagai data yang mendukung, berupa uraian biografi
kedua imam dan karya-karya penting yang relevan dengan topik perwalian nikah.
Selanjutnya dijelaskan metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing imam,
termasuk sumber hukum dan pendekatan istinbat yang mereka terapkan. Pada bagian
inti, penulis menguraikan secara mendalam pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam
Asy-Syafi‘l terkait Perwalian Nikah Janda. Serta dalil-dalil yang digunakan oleh kedua

imam, disertai konteks sosio-historis yang memengaruhi pandangan mereka.

33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,
2013), him. 67.

34 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2017), hlm. 24.
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Bab keempat berisi analisis terhadap perbedaan dan persamaan pendapat antara
Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i dengan menggunakan pendekatan
hermeneutika hukum Islam sebagaimana dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Penulis
menganalisis makna literal dari dalil yang digunakan, bagaimana latar sosial, historis,
dan kultural membentuk cara pandang masing-masing imam terhadap perwalian nikah
bagi janda serta mengkaji relevansi hukum perwalian dalam konteks saat ini.
Hermeneutika hukum Islam, dalam hal ini, berfungsi sebagai jembatan antara teks
normatif dan realitas sosial, sehingga hukum Islam dapat dimaknai secara kontekstual
dan responsif terhadap perubahan zaman.>*

Bab kelima memuat simpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis, serta saran-saran yang ditujukan untuk pengembangan lebih
lanjut dalam studi hukum Islam. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan

masalah, sedangkan saran ditujukan kepada para peneliti selanjutnya sebagai masukan

terhadap hukum Islam yang lebih kontekstual dan inklusif.

35 Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach, (London:
Routledge, 2006), him. 7-8.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa
hal pokok berikut:
1. Pendapat Imam Abt Hanifah dan Imam Asy-Syafi‘T menunjukkan adanya
perbedaan mendasar mengenai status wali dalam pernikahan janda. Imam Abi Hanifah
berpandangan bahwa wali bukan merupakan rukun akad nikah terutama bagi
perempuan dewasa, termasuk janda, karena mereka memiliki kapasitas hukum penuh
untuk menikahkan dirinya sendiri selama terpenuhi syarat kafa’ah. Sebaliknya, Imam
Asy-Syafi‘1 berpendapat bahwa wali adalah rukun nikah yang tidak bisa ditinggalkan,
baik bagi gadis maupun janda, sehingga setiap akad nikah tanpa wali dianggap batal.

Melalui pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed, perbedaan ini dapat
dipahami dengan mempertimbangkan konteks historis dan metodologis masing-masing
imam. Imam Abu Hanifah lahir dan berkembang di Kufah, sebuah pusat intelektual
dengan corak rasional ra’yu yang memungkinkan lahirnya pemikiran hukum lebih
progresif, termasuk pengakuan atas otoritas perempuan dewasa. Sedangkan Imam Asy-
Syafi‘l yang berpegang erat pada tekstualitas hadis menekankan pentingnya wali untuk
menjaga ketertiban dan legitimasi sosial. Dengan demikian, perbedaan keduanya tidak
hanya bersifat fighiyah, tetapi juga mencerminkan keragaman metode istinbat hukum
dalam tradisi Islam.
2. Relevansi pandangan kedua imam dalam konteks kekinian menunjukkan
adanya dua pendekatan yang sama-sama dapat dijadikan rujukan. Pandangan Imam

Abi Hanifah memiliki relevansi kuat dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan
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gender, hak asasi manusia, dan kemandirian hukum perempuan. Pandangan ini dapat
mendukung upaya pemberdayaan perempuan agar memiliki hak penuh dalam
menentukan pasangan hidupnya. Di sisi lain, pandangan Imam Asy-Syafi‘1l tetap
relevan untuk menjaga nilai tradisi, stabilitas sosial, dan kehati-hatian dalam menjaga
keabsahan akad nikah.

Dengan menggunakan hermeneutika Abdullah Saeed, keduanya dapat dibaca
secara komplementer. Pandangan Abti Hanifah dapat menjadi dasar ijtihad baru dalam
kondisi tertentu yang menuntut pengakuan kemandirian perempuan, sementara
pandangan Asy-Syafi‘1 tetap menjadi rujukan utama dalam konteks masyarakat yang
lebih menekankan pada peran wali demi menjaga harmoni keluarga dan tatanan sosial.
Relevansi ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, kontekstual, dan
terbuka untuk pemahaman ulang agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Muslim di era kontemporer.

. Saran

1. Kritik terhadap Kajian Akademik

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pendapat antara Imam Abi
Hanifah dan Imam Asy-Syafi‘T mencerminkan kekayaan metodologis figh Islam.
Namun, masih banyak penelitian yang hanya menekankan sisi tekstual tanpa
mempertimbangkan konteks sosial-historis sebagaimana ditawarkan oleh hermeneutika
Abdullah Saeed. Oleh karena itu, kritik yang dapat diberikan ialah perlunya kajian figh
di perguruan tinggi lebih terbuka terhadap pendekatan interdisipliner agar mampu
menghubungkan pemikiran klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.
2. Masukan untuk Legislasi dan Praktik Hukum

Kesimpulan penelitian menunjukkan adanya relevansi pandangan Abii Hanifah

untuk memperluas hak perempuan janda, sementara pandangan Asy-Syafi‘l lebih
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menjaga struktur sosial. Masukan yang dapat diberikan ialah bahwa lembaga peradilan
agama dan legislator perlu mempertimbangkan kedua pandangan ini secara
proporsional. Pemikiran Abii Hanifah dapat menjadi solusi alternatif dalam kasus
penolakan wali tanpa alasan syar’i, sedangkan pandangan Asy-Syafi‘1 tetap dijadikan
standar utama untuk menjaga keabsahan akad nikah.
3. Usul bagi Praktisi Hukum Islam

Mengingat adanya perbedaan figh klasik, para penghulu, hakim agama, dan
ulama hendaknya lebih bijak dalam mengimplementasikan hukum perwalian. Usulnya
adalah penggunaan pendekatan hermeneutika kontekstual sehingga perbedaan
pendapat tidak dipandang sebagai pertentangan, melainkan sebagai peluang untuk
memberi solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan setiap kasus pernikahan.
4. Rekomendasi bagi Perempuan Muslimah khususnya Janda

Berdasarkan kesimpulan bahwa Islam mengakui kapasitas hukum perempuan
dewasa, khususnya janda, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar
perempuan Muslimah lebih memahami hak-haknya dalam akad nikah. Hal ini penting
agar mereka tidak terjebak dalam praktik diskriminatif yang seringkali muncul akibat
keterbatasan pengetahuan hukum.
5. Kritik dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif dengan analisis hermeneutis.
Kritik yang perlu diajukan ialah minimnya penelitian empiris terkait penerapan
pandangan kedua imam di masyarakat modern. Oleh karena itu, disarankan agar
penelitian selanjutnya tidak hanya menganalisis teks, tetapi juga meneliti praktik di
lapangan, misalnya melalui studi kasus di pengadilan agama atau wawancara dengan

para penghulu dan ulama, agar hasil penelitian lebih komprehensif.
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